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PENDAHULUAN

Daam sgarahnya, tindakan terorisme tidak bisa dilepaskan dengan unsur
agama. Bahkan semua agama-agama besar yang ada di muka bumi ini pernah
dijadikan sebaga dat pembenar aks terorisme oleh para peakunya. Irlandia
Utara misanya, dimana konflik berkepanjangan meibatkan agama Katholik
dan Protestan. Tindakan terorisme di Timur Tengah melibatkan agama Islam
dan Yahudi. Sedangkan di kawasan Asia Sdatan seperti India, Pakistan dan
Silangka mdlibatkan agama Idam. Adapun aks di Jepang mencari akar
pembenarnya pada ajaran Hindu dan Budha (Asfar, 2003:45). Dengan demikian
semakin tampak jelas bahwa agama memang memiliki potensi yang luar biasa
untuk dijadikan sebaga tenaga penggerak tindakan terorisme.

Pada konteks Indonesia, kekerasan komund (termasuk di ddamnya karena
faktor agama) merupakan kekerasan dengan korban terbanyak dibanding
dengan tiga kelompok kekerasan lainnya seperti kekerasan sapardtis, kekerasan
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negara-masyarakat dan kekerasan hubungan industria (Qomar, 2002:33).
Besarnya pengaruh agama semakin mendapat dukungan yang kondusif seiring
kondis sosd politik yang masih labil. Dan ini terbukti dengan munculnya
aksi-aksi teror yang memiliki frekuensi meningkat pesat pasca keruntuhan orde
baru dalam bentuk kasus-kasus pengeboman di sejumlah kota seperti Jakarta,
Medan, Surabaya, Makasar dan kota-kota lainnya (Asfar, 2003.viii).

Kemudian, beberapa saat yang ldu tepatnya pada hari Rabu, 23 Juni 2010
sekitar pukul 16.30 wib Tim Anti Teror Mabes Polri kembali membekuk dan
menangkap tersangka teroris di dusun Cungkrungan desa Gelang Wetan
kecamatan Klaten Utara Klaten dan hanya bersdang satu jam, penyergapan
tersangka teroris kembdi terjadi di Boyoldi dengan target sasaran serangan
kdi ini addah Kedutaan Besar Denmark di Jekarta (Kompas, 24 Juni 2010).
Aks penangkapan maupun penembakan anggotateroris sebenarnyabukanlah
hal yang baru karena sejak tragedi bom Bali, gerakan terorisme menjadi musuh
semua negara termasuk Indonesia. Sebaga bukti kongkrit kesungguhan
pemerintah dalam memberantas terorisme, maka dibentuklah tim dan
perundang-undangan khusus yang membahas terorisme. Sgjak itu pula, aksi-
aks dramatis tim khusus anti teror ini senantiasa diliput media massa ddam
proses penangkapan anggota terorisme.

Setelah dibentuknya tim khusus yang memberantas terorisme oleh pemerintah,
apakah dapat dengan serta merta memusnahkan akar-akar terorisme? Apakah
setelah sekian banyak korban tewas dan sebagian pelaku tertangkap
pertumbuhan gerakan-gerakan teroris mulai redup? Ternyata persoalannya tidak
semudah itu. Terorisme bukanlah sekedar gerakan kekerasan yang terorganisir,
tapi aks kekerasan termasuk pengeboman hanyalah bagian dari bentuk eksistensi
gerakan bukan jantung pertahanan dari terorisme itu sendiri. Apabila fokus
pemerintah hanya tertuju pada pelaku pengeboman an dch maka upaya
memerangi terorisme itu ibarat menghilangkan asap tanpa terlebih dahulu
mematikan api yang menyebabkan munculnya asap itu (Asfar, 2003:39). Untuk
itulah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang sebab-sebab munculnya
terorisme sehingga upaya-upaya preventif bisaberjaan maksimd, efektif dan
efisien.

Pada dasarnya, gerakan terorisme bisa dikategorikan sebagal gerakan sosid
yang menuntut perubahan. Sebagal gerakan sosial tentunya proses perekrutan
dan penanaman nilai-nilai perjuangan pada anggota baru adalah unsur terpenting
dari eksistensi gerakan ini. Proses perekrutan dan penanaman nila-nila
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perjuangan akan berjdan lancar gpabila kondis pskolog sosid cdon anggota
baru mampu dibaca dengan bak. Dengan mengetahui kuditas keberagamaen
masyarakat Indonesia (khususnya umat 1slam) secara global, maka wajar apabila
sentimen keagamaan dijadikan sebagal senjata handal untuk menciptakan ikatan
emosiond ddam bingka penebaran benih-benih perjuangan. Dan ini terbukti
dengan adanya anggota teroris yang terbunuh maupun yang beraksi di lapangan
adalah mereka yang memiliki pandangan radikal dalam memahami gjaran agama.

Berbicara tentang kualitas pemahaman agama masyarakat |ndonesia tentunya
tidak akan terlepas dari peran pesantren yang selamaini kiprahnyatidak hanya
berfungs sebaga lembaga pendidikan agama semaa namun juga berfungs
sebaga lembaga pembentuk karakteristik religiusitas masyarakat. Pesantren
dengan segala kiprah dan ciri khasnya telah memiliki kedekatan sosial emosional
dengan masyarakat. Artinya, eksistensi pesantren dalam ruang kehidupan
masyarakat telah menciptakan moda sosid yang memiliki potens kekuatan
kultural luar biasa. Potensi ini akan menjadi senjata ampuh untuk memerangi
gerakan terorisme apabila mendapat sentuhan kooperatif dari pihak
pemerintah. Oleh karena itu, menjadikan pesantren sebagal bagian dari strategi
preventif munculnya terorisme di masa-masa yang akan datang adaah suatu
kebijakan yang bijaksana.

RADIKALISME, TERORISME DAN PESANTREN DALAM BINGKAI
TEORI SOSIAL

Teori makro dan mikro dalam ranah ilmu sosial dapat dijadikan sebagai dasar
analisis dalam upaya pelacakan terhadap kekerasan yang dimotori agama. Teori
makro yang lebih berfokus pada struktur sosa masyarakat dan mikro yang
cenderung padaindividu, keduanya akan berintegrasi untuk dapat menampilkan
kgian yang utuh seputar permasdahan yang dikgji.

Kerangka andisis struktural, salah satunya didukung oleh teori konflik
Dahrendorf yang menyatakan bahwa konflik kepentingan dalam asosiasi selalu
ada sepanjang waktu, antara pihak subordinat dan superordinat. Kepentingan
keduanya addah objektif ddam arti bahwa kepentingan itu tercermin ddam
harapan (peran) yang dilekatkan pada posisi. Setelah kelompok konflik muncul,
kelompok tersebut akan melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan
dalam struktur sosia. Apabila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah
radikd dan jika konflik diserta tindakan kekerasan akan terjadi perubahan
struktur secaratibartiba (Ritzer, 2005:156-157).
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Dalam tataran agen, kekerasan dipahami sebagai suatu tindakan individu yang
dilakukan dengan sadar dan senggjauntuk memproduks sertamentransformas
secara otonom tindakan dan aksi politik kolektif. Tindakan ini dipahami sebagai
produk pilihan rasiona seseorang. Oleh karena itu, penjelasan terhadap
kekerasan kolektif seldu melihat faktor-faktor dari ddam pelaku kekerasan
dan mengabaikan faktor dan kendda struktura serta proses-proses sosia
lainnya, demikian menurut Rule (dalam Asfar, 2003:26-27).

Dari sudut pandang di atas, maka wacana kekerasan kolektif akan menciptakan
ruang penilaian untuk menempatkan kekerasan sebaga sesuatu yang bersifat
inherens atau kontingensi, yakni perdebatan teoritis tentang fenomena kekerasan
kolektif itu berada ddam tataran agen aau struktur. Padaranah mikro ddam
konteks kekerasan aas hama agama, maka agama cenderung lebih dipahami
sebaga sistem simbol dan sistem makna. Sebagai sistem makna, agama
memberikan legitimasi teologis atas tindakan-tindakan kekerasan pada konteks
tertentu. Demikian pula dengan sistem simbol, agama mampu meneguhkan
identitas-identitas tertentu bagi pemeluknya sebagai penganut agama yang sejati.
Dua sistem tersebut menjadi sumber legitimas dari tindakan kekerasan yang
dilakukan (Nurhakim, 2008:23).

Sehdiknya menurut Sztompka, dadam tataran struktur kekerasan dipahami
sebagai hasil dari proses hubungan-hubungan sosia atau struktur dimana para
pelaku tersebut berada. Nilai dan normadipandang sebaga imperatif strukturd
yang terinterndisas ddam diri individu sehingga orang berperilaku selaras
dengan atau fungsional terhadap sistem. Oleh karenanya, penjelasan terhadap
kekerasan kolektif seldu dilihat dari faktor-faktor luar para pelaku kekerasan
dan mengabakan faktor minat, motivas dan strategi. Tindakan agen ddam
bentuk kekerasan kolektif dianggap tidak lebih dari artefak atau produk struktur
(ddam Asfar, 2003:27).

Dari sini dapat dipahami bahwa kelompok Islam radikal melihat pertarungan
ideologi belum sdesa. Hd ini tidak terlepas dari pandangan bahwa ideologi
libera atau kapitalisme itu hanyaah ciptaan manusia yang lebih banyak
mendatangkan kemudaratan dari pada manfaat. Ddam pandangan mereka,
hanya |dam yang mampu menandingi ideologi barat seperti itu. Ada dua
variabd penting yang membentuk gerakan-gerakan radika daam kdangan
Islam, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor dari dalam lebih banyak berkaitan
dengan penafsiran konsep jihad yang dipahami sebaga perang terhadap non
Islam. Mereka selalu melihat dunia dengan dua sisi, muslim dan non muslim.
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Adapun faktor ekstern merupakan reaksi terhadap modernisasi yang dilakukan
oleh barat terhadap dunialslam. Pada konteks kekinian, radikalisme di kalangan
sebagian penganut 1dam didorong oleh kondis sosia ekonomi internasiond
yang dianggap tidak adil bagi kaum mudimin. Radikaisme Idam dipahami
sebaga resks aas perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh musuh-musuh
Islam, yakni sebuah konspirasi untuk menghambat perkembangan agama dan
gerakan-gerakan Islam yang melibatkan kekuatan antar negara dengan
disponsori oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya (Asfar, 2003:61-68).

Berawa dari dua sebab tersebut maka muncullah gerakan terorisme di
Indonesia. Ada dua faktor yang menyebabkan Indonesia dipilih untuk dijadikan
sebaga sarang teroris, yatu Stuas politik pasca runtuhnya rezim orde baru
membuka ruang begitu luas bagi berkembangnya radikalisme agama, dan yang
kedua addah lemahnya sistem kepemimpinan pemerintahan (Srry, 2003:10-
11). Menurut Huntington (ddam Arifin, 2007.7), jatuhnya rezim orde baru
merupakan tahapan pertama dari proses perkembangan demokrasi sedangkan
tahapan kedua dan ketiga addah masa transis dan konsolidas demokras.
Dengan demikian, Indonesia pada saat ini sedang berada pada tahapan
trandgsiond. Ada pandangan bahwa masa ini merupakan masa krisis karena
demokras belum menemukan bentuk yang ided sehinggamomen inilah yang
dimanfaatkan untuk menabur benih-benih terorisme di Indonesia.

Adanya duafaktor di atas menjadikan tindakan-tindakan terorisme di Indonesia
semakin mudah untuk dilakukan. Bagi pelaku aksi teroris, tindakan kekerasan
yang seringkai membawa korban sipil tidak perlu diakui sebaga tindakan
kegjahatan melawan kemanusiaan gpdagi meanggar hak asas manusia Namun,
tindakannya diyakini sebagai bagian dari tugas suci agama atau yang disebut
Magnus Ranstorp dengan igtilah teraignin thenamed rdigan (ddam Jinuri,
2003:80). Dengan cara pandang seperti ini maka wajar gpabila warga sipil
yang menjadi korban kekerasan dianggap sebagai bagian atau resiko dari proses
perjuangan dan hd tersebut (jatuhnyakorban sipil) bukanlah suatu dosabesar.

Dengan menjadikan agama sebagai sumber legitimas maka semua aktifitas
teror yang mengkerucut pada tindakan kekerasan semakin diyakini sebaga
sau-satunya cara. Aks kekerasan yang dilakukan aas nama agama biasanya
muncul akibat adanya pemahaman keagamaan yang bercorak skriptural, yakni
berdasarkan penafsiran teks semaa tanpa mengkaitkannya dengan konteks
yang melatari. Pemahaman seperti ini meahirkan sikep fanaik dan militan
yang berujung pada pandangan bahwa hanya dia dan kelompoknya an Sch
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yang benar. Tetapi sikap seperti ini belum cukup untuk melahirkan terorisme.
Sikap tersebut akan mengarah kepada aksi terorisme ketika terdapat lingkungan
sosid politik yang dianggap menekan dan tidak benar sehingga harus diganti
dengan lingkungan sosia politik yang benar-benar dirahmati oleh tuhan. Aks
terorisme tidak terlepas dari krisis-krisis yang melingkupinya seperti krisis sosial,
politik, ekonomi, budaya bahkan spiritual. Krisis seperti itu dipercepat dengan
fenomena “satu dunia” setelah berakhirnya perang dingin pada 1990an.
Fenomenaini dianggap oleh sebagian penganut agama-agamasebagal ancaman
serius terhadap identitas mereka. Daam konteks ini, munculnya terorisme
keagamaan merupakan bagian dari upaya defensif untuk mempertahankan
identitas mereka. Adanya fenomena satu dunia yang memperkuat proses
sekulerisas dianggap sebagal ancaman serius dan harus dilawan. Keompok-
kelompok terorisme keagamaan daam hd ini memiliki vis serupa yakni
melakukan perlawanan secara dl aut terhadap sekulerisas baik dari ddam
maupun dari [uar, demikian menurut Magnus Ranstorp (dalam Asfar, 2003:48).

Adapun gerakan terorisme yang terjadi di beberapatempat di Indonesiayang
medibatkan insan pesantren dadam aksinya di lapangan berimplikas terhadap
munculnya stigma negatif tentang pesantren saat ini. Munculnya orang pesantren
sebaga aktor penting di baik tragedi bom Bdi yang menewaskan ratusan
warga sipil membuat pesantren menjadi sorotan tgam dari semua kaangan.
Tuduhan sebaga sarang pemberontak sekarang berubah menjadi pesantren
sebaga sarang teroris (Turmudi, 2005:122-123). Padahd, sepanjang sgarah
bangsaiini berdiri pesantren memiliki kontribus signifikan dadam perjuangan
kemerdekaan Indonesia

TERORISME SEBAGAI GERAKAN SOSIAL

Addah Blumer yang menyatakan bahwa gerakan sosid addah upaya kolektif
untuk membangun tatanan kehidupan baru. Sebaga tindakan kolektif maka
gerakan sosiad merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri termasuk
segmentas anggotanya K arenaitu, dalam keanggotaannyagerakan sosd terjadi
ddam masyarakat dan bertindak terhadap masyarakat dari ddam. Sebagian
besar perubahan yang dihasilkan oleh gerakan sosial adalah perubahan internal
dalam gerakan sosial itu sendiri (anggotanya, ideologinya, hukumnya, pranatanya,
bentuk organisasinya dan sebagainya) dan perubahan eksternal dalam
masyarakat lebih luas yang ditimbulkan oleh umpan baik gerakan terhadap
anggotanya dan struktur itu sendiri (ddam Sztompka, 2005:325-328).
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Salah satu hal yang mendasari terbentuknya gerakan sosial adalah
fundamentalisme agama yang pada akhirnya mudah untuk menciptakan
tindakan kekerasan kolektif atas nama agama. Fundamentalisme agama
dikategorikan sebagai kelompok gerakan sosial karenamemiliki tigaciri yakni
pertama, gerakan fundamentalisme melibatkan banyak orang dan jaringan yang
cukup luas sehingga bisa disebut sebaga tindakan kolektif. Kedua, gerakan
fundamentdisme memiliki ideologi yang meliputi tujuan gerakan, kumpulan
doktrin, mitos gerakan, taktik dan penilaan terhadap struktur yang hendak
dirubah. Ketiga, gerakan fundamentalisme tidak lahir dalam ruang kosong akan
tetapi adafaktor luar yang mempengaruhi kelahirannya (Jainuri, 2003:71-74).

Dengan memahami tindakan terorisme yang dasar pembentuknya adaah
pandangan radika terhadap agama, maka terorisme dgpa dimakna sebaga
gerakan sosid sehinggapenelusuran ruang gerak secaragloba gerakan ini akan
mudah untuk dilacak. Karena seperti yang diketahui bersama bahwa beberapa
negara di dunia telah menyatakan diri perang melawan terorisme tetapi
terorisme tetgp hidup dan ancamannya semakin menakutkan (Adjie, 2005:3).
Ini mengindikasikan bahwa terorisme tidak mungkin dimonopoli oleh satu
negaraan sich melainkan keanggotaannyadiyakini melibatkan bebergpanegara

K eyakinan tersebut semakin dipertegas oleh Juergensmeyer (2003:15) bahwa
terorisme selalu melibatkan komunitas dan jaringan organisasi yang cukup besar
untuk melakukan sebuah keberhasilan aksinya. Dengan jaringan yang luas dalam
skalalintas negara maka aksi-aksi kekerasan yang dijalankan semakin rapi dan
terorganisir. Terlebih setiap bagian dari gerakan terorisme ditangani oleh negara-
negara tertentu dengan spesidisas khusus Harus dipahami bahwa terorisme
sekarang telah mendunia dan tidak memandang garis perbatasan internasional.
Negara besar adalah sponsor utama terorisme internasional. Kelompok teroris
barang kali dari salah satu negara, dibiayai oleh negara kedua, dilatih oleh negara
ketiga, diberi perlengkapan oleh negara keempat dan beroperas di negara
kelima (Adjie, 2005:3-4). Dengan adanya pembagian tugas yang begitu rapi ini
maka wgar gpabila eksstens gerakan terorisme hingga saet ini masih kua.
Terlebih untuk menambah jumlah sumber daya manusia, terorisme
menggunakan ddih agama sebaga dat perekatnya

Agama merupakan wahana yang sangat efektif untuk memobilisas masa.
Keefektifan ini tergantung pada kondisi yang dialami masyarakat. Agama akan
mudah menjadi media mobilisas guna mencapa tujuan negatif (seperti
penyebab konflik) gpabila masyarakat mengdami ketidakberdayaan ekonomi
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dan politik (Soetrisno, 2003:40). Kondisi sosia politik dan ekonomi yang lemah
memberikan dukungan ruang yang penuh terhadap aktor-aktor teroris untuk
melakukan perekrutan anggota baru.

Perekrutan sumber daya manusia menjadi ha urgen sebaga tempat menebar
benih-benih perjuangan. Pada anggota baru inilah motor gerakan diharapkan
mampu terus berjdan sepanjang waktu. Dengan menyadari peran penting
dari keberadaan anggota baru maka proses penambahan anggota menjadi
salah satu bagian vital dalam gerakan terorisme. Paraindividu-individu tertentu
perlu dimobilisasi untuk berperan aktif dalam aktivitas-aktivitas yang
membentuk bagian dari strategi dan taktik sebuah organisasi gerakan (Mirsel,
2004:64). Individu ini akan dicetak menjadi anggota baru yang militan, oleh
karenaitu anggotayangterpilih bukanlah orang sembarangan namun adaproses
sdeks dan kriteria khusus yang dihargpkan menjadi bagian dari perjuangan
gerakan.

Untuk itu gerakan terorisme pada umumnyalebih cenderung untuk merekrut
anak-anak muda yang masih belum memiliki bangunan pemikiran yang mapan.
Pemilihan ini disebabkan karena kecemasan anak-anak muda terhadap karir,
lingkungan sosid, hubungan seksud dan pengdaman-pengdaman dihinakan
dalam masaah-masdah tersebut membuat mereka mudah terserang oleh
pengaruh-pengaruh pemimpin yang kuat (Juergensmeyer, 2003:6). Dengan
segmentasi anggotabaru yang difokuskan padageneras mudauntuk ditanami
polanilai-nilai loyalitas gerakan makalangkah penyelamatan terhadap eksistens
terorisme telah terjadi.

AKAR PEMBENTUK POLA KEBERAGAMAAN MASYARAKAT

Secara sosiologis, mayoritas masyarakat |ndonesia beragama ldam. Tentunya
kondis keberagamaan ini tidek dapat dilepaskan dari faktor teologis-historis
yang membentuknya. Menelusuri akar pembentuk corak keberagamaan
masyarakat |ndonesia maka setiap kgian ilmiah akan bermuara kepada
pesantren yang telah menjadi bagian tersendiri dari kebudayaan negeri ini.
Pesantren bukanlah sekedar 1embaga pendidikan agama lslam an sich, melainkan
sebuah institusi sosial dengan piranti-piranti persona yang berkontribusi besar
dalam membentuk perilaku dan pemahaman keagamaan mayoritas umat 1slam
di Indonesia Piranti-piranti personad yang dimaksud adalah kiai dan santri
yang menyebar ddam ruang kehidupan masyarakat.
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Sebagai lembaga pendidikan Islam tradisiona yang sudah teruji dengan
pergeseran jaman, pesantren memiliki kultur yang unik. Dan karena keunikan
inilah pesantren layak untuk digolongkan ddam subkultur tersendiri ddam
masyarakat Indonesia, demikian menurut Gus Dur. K arena secara sosiologis,
pesantren memiliki keunggulan dan kedekatan strategis untuk memberdayakan
masyarakat. Kedekatan sosiologis ini tidak terlepas dari sgarah panjang
perjdanan pesantren sebaga lembagatradisiond (Wahid, 1999:19).

Terlepas dari berbagai keunikan kultural yang dimiliki pesantren dan berbagai
hargpan beserta predikat yang dileketkan padanya, sesungguhnya eksistens
pesantren bermuara padatigafungs utamayang senantiasadiembannyayaitu,
sebaga pusat pengkaderan pemikir-pemikir agama, sebagal lembaga yang
mencetak sumber daya manusia dan yang terakhir sebaga lembaga yang
mempunya kekuatan melakukan pemberdayaan pada masyarakat (Azis,
2005:233). Kemudian sgjak munculnya stigma negatif pesantren sebagai sarang
teroris tidak hanya berimplikas pada perseps masyarekat pada umumnya
tentang pesantren, namun lebih dari itu. Kiprah kia ddam masyarakat juga
mengalami distors ruang psikologis sosid, padaha ddam sgarahnya kia
memiliki legitimas kekuasaan yang kuat terlebih ddam wilayah pendidikan
kepesantrenan.

Adanya cakupan pendidikan pesantren yang tidak hanya pada ranah agamaan
sich berimplikas terhadap pengaruh kiai yang cukup luas di masyaraka. Kia
menjadi sosok panutan baik bagi santri maupun masyarakat, termasuk
program-program pemberdayaan masyarakat melaui diskusi, pengenaan
sistem demokrasi pemerintahan dan lain sebagainya, demikian menurut Suaedy
(ddam Asfar, 2003:70). Luasnya peran kia ddam masyarakeat tidak terlepas
dari sgjauh mana keterlibatan kiai dalam kehidupan sosial masyarakat. Semakin
banyak terlibat dalam problematika kehidupan masyarakat dengan segaa
dimensinya, maka semakin besar pula peran yang dapa dimainkan kiai.

Kia berperan dadam mentransmisikan pesan-pesan pemerintah daam
pembangunan, dan masyarakat dapat lebih mudah menerima program
pemerintah gpabila disampakan oleh kia (Turmudi, 2004:32). Begitu pula
secara empiris, kia berperan sebagal wakil masyarakat (juru bicard) ddam
hubungannya dengan sistem nasiona (Horikoshi, 1987:234). Kepercayaan ini
diberikan masyarakat mengingat pengaruh dan kepemimpinan yang lintas desa
memungkinkan kiai untuk terus berhubungan dengan pihak-pihak pemerintah
dan swaesta (Turmudi, 2004:101).
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Sdain itu, melaui kewenangan dan pengetahuannya terhadap kebutuhan
masyarakat di kalangan elit dan masyarakat bawah, kiai dapat menjadi perantara
yang menghubungkan antara dua golongan sosid tersebut. Medui pengaruh
publik yang dimilikinya, kiai dapat menjadi perantara yang signifikan bagi kedua
belah pihak, demikian menurut Syam (dalam Azis, 2005:128-129). Kia,
bagaimanapun juga addah figur publik dengan intensitas tatgp muka dengan
masyarakat sangat besar. Penggjian-penggjian yang disdenggarakan oleh kiai
adalah ruang publik yang dapat menjadi media efektif untuk melakukan kontrol
sosd. Bahkan menurut Horikoshi (1987:232), kia dapat mengambil peran
sebagal poros hubungan antara umat dan tuhan.

Tidak dapat dihindari bahwa kia ddam masyarakat juga berperan sebaga
seorang pemimpin. Adapun kepemimpinan kiai termasuk dalam
kepemimpinan tidak resmi. Kepemimpinan tidak resmi merupakan
kepemimpinan yang berdasarkan atas pengakuan masyarakat terhadap
kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan (Soekanto,
2007:288). Kepemimpinan tidak resmi mempunyai ruang lingkup tanpa batas-
batas resmi dan ukuran benar tidaknya kepemimpinan ini terletak pada tujuan
dan hasil kepemimpinan tersebut, merugikan atau menguntungkan masyarakat.

Kepemimpinan tidak resmi kia tidek hanya merambat pada ranah spiritud
ddam masdah pribadi masyarakat namun juga mulai menjaar ddam wilayah
politik. Keberhasilannya dalam peran-peran kepemimpinan ini menjadikan kiai
semakin kdihatan sebagai orang yang berpengaruh dan dapat dengan mudah
menggerakkan aks sosd. I ni terciptakarenaadanyajasasosd yang ditanamnya
sehingga masyarakat menganggap kia sebaga pemimpin dan wakil mereka,
demikian menurut Horikoshi (ddam Turmudi, 2004:97).

Pada sub kultur masyaraka agraris, seorang kia kergp kai dianggep sebaga
saluran komunikasi yang tepat bagi pemecahan persoalan hidup yang mereka
dami. Bak mengena permasdahan agama maupun pemecahan dan solus
yang diperlukan demi pemenuhan hidup sehari-hari. Hal tersebut dapat dijumpai
dari beragamnya jenis tamu yang dating ke rumah kia (Enha, 2003:55-56).
K ehadiran mereka menunjukkan bahwa masyarakat menganggep kia sebaga
orang yang serba bisa (multi peran) karena pada masyaraket tradisiond, kia
menjadi tumpuan segala pertanyaan dan kebutuhan masyarakat (Azis, 2005:125).
Sehingga masyarakat mempercayakan masdah bimbingan dan keputusan-
keputusan tentang hak milik, perkawinan dan warisan kepada kia (Dhofier,
1985:57). Ikatan keagamaan dan kharismakia bagi masyarakat masih cukup
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penting untuk diperhatikan dan karena itu cukup signifikan untuk dijadikan
sebagal media pemberdayaan (Suprayogo, 2007:160).

Padasisi yang lain, melalui kemampuan visinya kiai mampu menjadi penyaring
budaya. Dalam hal ini, berbagai budayaluar yang datang kepadanya dan melalui
otoritasnya akan menentukan mana yang layak digunakan dan manayang akan
ditinggakan (Syam, 2005:128). Kemampuan seperti ini dapat dilakukan oleh
kiai karenamemiliki referensi tindakan yang memadai. Sebagai sumber referensi
tindakan maka tampilan perilaku mencerminkan perilaku yang ided untuk
ditiru sehingga muncullah otoritas sosial untuk menjadi penasehat dan pengingat
terhadap berbaga perilaku menyimpang masyaraka. Disinilah peran sentrd
kia di tengah perubahan sosial masyarakat.

Kia bagamanapun kondis jaman yang mengitarinya harus diakui masih
memiliki ruang tersendiri daam kehidupan sosid keagamaan masyarakat.
Dengan segaladimensi kehidupannya, kiai berperan besar dalam menciptakan
pemahaman gjaran agama dan berkontribusi besar pula terhadap gaya perilaku
masyarakat. Oleh karenaitu, adanya pemahaman radikal keagamaan tidak bisa
dilepaskan begitu an 9ch dari peran kiai ddam mentransferkan garan-garan
agama. Disinilah letak signifikansi keterlibatan kiai dalam upaya memberantas
terorisme dengan merekonstruks pemahaman keagamaan masyaraka.

Pemahaman keagamaan serta pola religiusitas masyarakat |ndonesia tidak
sepenuhnya dipengaruhi oleh kia namun juga oleh orang-orang pesantren
l[ainnya yang lebih dikenal dengan nama santri. Setelah mengenyam pendidikan
keagamaan di pesantren para santri akan pulang ke masyarakat bukan sekedar
untuk meniti karir namun juga untuk menularkan ilmu (pemahaman garan
agama) yang pernah dipelgjari selamadi pesantren kepada khalayak luas. Dikala
pemahaman keagamaan santri telah menyebar pada masyarakat dimana dia
hidup, maka corak keberagamaan masyarakat tersebut akan menjadi identitas
sosid. Pemahaman para santri tentang garan agama tentunya diperoleh dari
bentuk pendidikan keagamaan di pesantren yang pada umumnya berpusat
pada kia.

Sistem pendidikan yang berpusat pada kiai menyebabkan metode pendidikan
di pesantren kurang memberikan ruang dialogis, kreativitas santri tidak
berkembang dengan baik karena mereka takut bertanya dan berbeda pendapat.
Skap bertanya dan berbeda pendapat masih dianggap sebaga suul “adab.
Inilah yang menyebabkan metode-metode penggaran di pesantren seperti
sorogan, bandongan dan halagah tidak beranjak dari orientasi content knowledge
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dan belum mengarah pada understanding dan construction of the knowiedge (Qomar,
2002:155).

Dari sini perlu kiranya kurikulum pesantren ditambah karena ada
ketidakseimbangan di ddamnya. Kgian tentang figh terldu kua sedangkan
kgian tentang metode tafsir, hadist dan pengembangan wawasan kesgamaan
kurang ditonjolkan. Padahd semua pesantren menganggap sumber hukum
Idam yang utama addah Al-quran dan Hadist tetapi justru sumber-sumber
hukum itu kurang dikuasai oleh santri (Qomar, 2002:116).

Pendek kata, pemahaman gjaran-gjaran agama sang kiai sebagai top figur yang
sekaligus sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan di pesantren serta karya
ulamaklask (kgian pada kitab kuning) yang dikemas dadam bingka doktrin
keagamaan dianggap sebagai hasil akhir dari garan Al-quran dan Hadist yang
tidak bisa dirubah kembali sesuai konteks jaman kekinian. Kehadiran doktrin-
doktrin keagamaan yang kuat tanpa menyediakan ruang dialog pada dasarnya
berawd dari sgarah para “ulama lokd” yang belgar ilmu agama ke Timur
Tengah. Menurut Dhofier, orang-orang Indonesia yang belgar ke tempat
dimana agama | dam dilahirkan bukan belgar kepada ulama (ahli ilmu) tetgpi
kepada ‘ddid (ahli ibadah). Implikasinya, agama (garan) yang dipahami dan
dibawa ke Indonesia lebih berdimensi pada bentuk ibadah an sich yaitu hubungan
manusia dengan tuhan yang dikemas dalam ritualitas agama tanpa embel-embel
ilmu pengetahuan. Ajaran-garan pendaran semacam Aljabar, Filsafat dan
Mantik (logika) tidak terbawa ke Indonesia Bahkan yang lebih ekstrim lagi,
ada bebergpa pesantren (kia) yang mearang materi-materi tersebut untuk
digarkan kepada para santrinya (2007:131).

Gambar 1. Proses Terbentuknya Pola K eberagamaan Masyar akat
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Kiai dan santri (pesantren) bukanlah agen satu-satunya pembentuk pola perilaku
dan paham keagamaan masyarakat. Banyak pihak-pihak yang terlibat dalam
menci ptakan iklim keberagamaan individual dalam masyarakat seperti organisasi
keagamaan, media massa (cetak dan eektronik), lembaga forma pendidikan
Idam dan parta politik |dam. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan
corak religiusitas masyarakat dapat digambarkan gambar diatas.

SEGITIGA EMASRELIGIUSITAS SEBAGAI STRATEGI PREVENTIF

Dengan mengetahui pintu masuk dan pola perkembangan gerakan terorisme
di Indonesia kemudian mengetahui pula agen pembentuk yang memonopoli
corak keberagamaan masyarakat maka dapat disusun strategi pencegahan teroris
yang memiliki fungs praktis ddam jangka panjang Srategi pencegahan ini
tidak akan dapat berfungs efektif gpabila tidak ada dukungan penuh oleh
pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi aktif pemerintah daam upaya
memberantas gerakan terorisme di Indonesia dengan melibatkan bebergpa
pihak harus benar-benar bersfat sinergis tanpa ada sdah satu pihak yang
dirugikan.

Keterlibatan tigainstitusi penting dalam forum kerja samayang sinergis untuk
mencegah terorisme dapat dinamakan dengan istilah Segitiga Religiusitas. Yang
dimaksud dengan segitiga religiusitas adal ah Pesantren, Mgjelis Ulama Indonesia
dan Departemen Agama. Ketiga bagian ini akan diuraikan satu persatu untuk
kemudian disinergikan dalam sebuah jaringan organisasi yang memiliki program
kerja yang jelas. lkatan kerjasama ketiga sentral keagamaan ini dapat
digambarkan dalam bentuk segitiga sama sisi yang dapat digambarkan seperti
di bawah ini:
Gambar 2. Konsep Segitiga Religiusitas

PESANTREN
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Hubungan daam segi tiga emas di atas dgpat dijelaskan sebagal berikut:

Pertama, pesantren ddam hd ini lebih ditujukan kepada persond kia yang
menjadi titik pusatnya. Kiai sebagaimana diuraikan dalam kagjian teoritis di atas
masih memiliki kekuatan yang besar ddam ruang psikologi sosid keagamaan
Mmasyarakat terutama masyarakat pedesaan. Kendatipun citra kiaik mengdami
pergeseran kuditas seiring dengan keektifannya ddam ranah politik praktis
namun hal tersebut tidak melunturkan potensi kiai secara keseluruhan sebagai
penggerak masyarakat. Artinya, waaupun secara resmi kia tidak memiliki
kekuatan pengaruh forma namun secara sosid kia masih memiliki kekuatan
pengaruh emosiond. Sdan itu, pendidikan pesantren yang cenderung lebih
bersifat doktriner harus dirubah ke arah diaogis yang lebih menyediakan ruang
benturan pemikiran. Dengan format penggaran seperti ini maka pemahaman
para santri terhadap ajaran agama benar-benar dibangun atas dasar nalar kiritis
sehingga tidak akan terjebak pada pola keberagamaan yang ritua semata
Contoh, santri tidak hanya diwgjibkan untuk sholat limawaktu secarateratur
(doktriner) namun harus diberikan pemahaman yang mengarah untuk gpa
dan mengapa harus sholat (nalar kritis). Untuk menciptakan iklim pendidikan
yang seperti ini tentunya dibutuhkan keberanian para kia untuk keluar dari
“jdur klask” pendidikan pesantren padaumumnya. D engan pemahaman garan
keagamaan yang dibangun atas dasar nalar kritis kemudian pemahaman tersebut
dibawa pulang oleh para santri yang akhirnya juga akan ditularkan kepada
masyarakat sekitar maka upaya merekonstruksi pola keberagamaan masyarakat
sudah mulai berjalan.

Kedua, peran Mgjelis Ulama Indonesia (MUI) harus lebih dimaksimalkan lagi
dan tidak hanya bermain ddam ranah keluar masuknya fatwa an 9. Sdlama
ini kiprah MUI hanya tampak pada kemampuan ddam mengduarkan dua
kata sakti yakni hadd dan haram atas suatu ha. Sudah saatnya gpabila fatwa
halal atau haram diikuti dengan langkah kongkrit baik yang sifathya pencegahan
atau perbaikan. Contoh, ketika mengduarkan fatwa haram mengemis harus
ditindaklanjuti dengan program kerjayang jelas apayang dapat dilakukan MUI
untuk mencegah atau mengurangi jumlah pengemis bukan sekedar fatwa an
sich, begitu pula dengan fatwafawa yang lain. Keberadaan MUI sebenarnya
memiliki jaringan yang kuat mula dari tingkat pusat sampa daerah dan ini
adaah wujud kongkrit adanyatetesan kekuatan strukturd yang mengdlir.

Ketiga, departemen Agama, gpabila dilihat dari kekuatan strukturanya sama
dengan MUI. Namun dengan ruang kerja yang sampai pada arena akar rumput
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(KUA di setigp kecamatan), secaraemosiond lebih dekat dengan masyarakat
bawah. Terlebih dengan adanya program-program kerja yang memang
senantiasa berhubungan secara langsung dengan masyaraka seperti bagian
penerangan masyarakat, penyuluh agama maupun bagian urusan tempat ibadah.

Keempat, segitiga sama sis berarti masing-masing bagian memiliki pors dan
peran yang sama dalam merekonstruksi religiusitas masyarakat, tidak ada satu
bagian yang kontribus kerjanya mengungguli atau memonopoli bagian lain.

Kdima, ketiga bagian dari segitiga sama sis dihubungkan dengan garis lurus
(bukan putus-putus) yang berarti bahwa dalam proses implementasi program
kerja masing-masing bagian saling berhubungan bukan terpisah. Misalnya, ketika
penyuluh agama masuk dadam komunitas yang ketaatan terhadap kiai sangat
kuat maka agar efektifitas kerja dapat berfungsi secara maksimal maka penyuluh
agama dapat melibatkan kial.

K eenam, pembagian program kerja bersifat part and whole, artinya setiap bagian
memiliki wilayah kerja yang jelas namun secara global masing-masing wilayah
kerja adalah bagian-bagian yang membentuk satu kesatuan. Pesantren dengan
berfokus pada kiprah kia yang memiliki keunggulan ddam kekuatan sosd
maka wilayah kerjanya lebih berorientasi pada individu masyarakat dan
kelompok nonforma seperti penggian. Adgpun Mgelis Ulamal ndonesialebinh
dipusatkan pada kerja sama dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan pada
setigp daerah. Sedangkan Departemen Agama yang lapis bawahnya berada
pada Kantor Urusan Agama dapat menyentuh urusan pemberdayaan
keagamaan masyaraka bawah seperti Takmir Magid. Dengan wilayah kerja
yang terperinci dengan jelas maka program kerja yang telah disusun dapat
berjalan secara efesien. Adanya pembagian kerjaini bukan berarti setiap bagian
bekerja sendiri-sendiri namun adanya pembagian kerjalebih dimaknai sebagai
upaya pemaksimaan kuditas kerja dan ddam proses pemaksmdan tersebut
masing-masing bagian dapat sding bekerjasama

Ketujuh, pemerintah yang ddam ha ini diarahkan khusus kepada tim anti
teror Indonesia harudah menjadi mediator terbentuknya Segitiga Religiusitas
masyarakat. |katan antar ketiga komponen tersebut tidak akan pernah terbentuk
gpabila tidak ada yang mempeopori. Untuk itu, kesktifan dari tim anti teror
Indonesia dan sikap kooperdtif dari semua pihak yang terlibat addah dua hd
yang sangat signifikan dalam membentuk langkah awa pencegahan terorisme
yang bertumpu pada kekuatan struktural negara dan kekuatan kultural
masyarakat.
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Menggagas upaya preventif terorisme dengan memaksmalkan dua kekuatan
tersebut dalam bingkai kerja sama yang sinergis berbentuk program kerjayang
terukur dan terarah dapat digambarkan sebaga be

Gambar 3. Alur Munculnya dan Strategi Preventif Terorisme
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Gerdkan terorisme ddam segda bentuk dan jenisnya akan senantiasa hadir
dalam ruang kehidupan masyarakat Indonesia apabila upaya-upaya
pencegahannyatidak pernah menyentuh akar dari munculnya gerakan tersebut.
Terlebih, gerakan terorisme merupakan gerakan sosia yang menuntut
perubahan secara mendasar dan menyeluruh dengan ditunggangi oleh
kepentingan beberapa pihak. Kepentingan-kepentingan ini tidak hanya berasal
dari satu negara an 9ch melainkan telah melintasi sekat-sekat teritoria
kewilayahan.

Oleh karenanya, menjadikan terorisme sebagai musuh bersama semua negara
adalah langkah awal yang tepat apabila didukung oleh strategi preventif masing-
masing negara yang disesuaikan dengan pintu masuk dan area penebaran benih
terorisme. Untuk itu, menggagas segitigareligiusitas sehaga strategi preventif
terorisme dalam konteks kelndonesiaan adalah langkah kedua yang menjanjikan
jika gerakan terorisme benar-benar ingin dihapus di negeri ini.
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